—¢

DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI [

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

anggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

BTANDARD OPERATING PROCEDURE

PELAYANAN PERMOHONAN PENGAJUAN KEBERATAN
| Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undangundang No. 14 Tahun 2008 Tentang | 1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer.
Keterbukaan Informasi Publik. 2. Memiliki kemampuan administrasi,
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang | 3. Teliti dan Cermat.
Pelayanan Publik. 4. Memahami UU KIP dan petunjuk pelaksananya.
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran | 5. Berpenampilan 3-S (Senyum, Salam dan Sapa).
Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
S. Permendagri No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah
Daerah.
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang
Standar Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang
Prosedur Penyelesaian. Sengketa Informasi Publik
8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 280/KPTS-
DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin.
9. Keputusan Kepala Bappeda No %% /KPTS/Bappeda/
2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Keputusan Bupati Tentang Tim Interdis Pengelolaan | 1. Meja Pelayanan
Informasi dan  Dokumentasi Pada  Kegiatan | 2. Alat Tulis Kantor
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan | 3. Komputer, Printer dan Fotokopi
Komunikasi dan Informasi. 4. Formulir
2. Keputusan Bupati Tentang Pengelola Informasi dan
Dokumentasi.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Keputusan Bupati tidak dipatuhi, maka petugas
dapat dikenakan Sanksi Administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksana Mutu Buku
Petugas Pejabat
o RIS Desk | Sengketa/ | PPID i e Waktu Output
Keberatan | Pengaduan pan

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Menerima berkas permohonan e—— Berkas S menit Dibuatnya
pengajuan keberatan dan Mulai Permohonan Check List
membuat check list Keberatan Kelengkapan
kelengkapan berkas pemohon Sesuai ketentuan Berkas
keberatan. Ditetapkan Permohonan

Keberatan

2. Memeriksa permohonan v Check List 10 menit Telah diperiksa
keberatan yang diajukan i ¢ Kelengkapan Check List
lengkap atau tidak sesuai > <> Berkas Kelengkapan
dengan persyaratan. Permohonan Berkas

Y

3. Mencatat permohonan Check List 10 menit Telah
keberatan kedalam aplikasi Kelengkapan Terbitkan
registrasi permohonan secara el Permohonan Nomor
elektronik kemudian Keberatan Registrasi
diterbitkan secara online di
situs ppid.

4. Memberikan tanda bukti ) Nomor Registrasi 10 menit Telah
permohonan keberatan yang L Permohonan diterbitkannya
sudah terdafiar kepada r — Keberatan Tanda Bukti
pemohon dan L (] Permohonan
mendokumentasikan salinan 5 Keberatan

5. | Melaporkan kepada Pejabat Tanda Bukti 10 menit Telah dibuat
Pengelols Informasi dan Permohonan Nota Dinas

| Dokumentasi (PPID) untuk N -» ) Keberatan

; diproses Jebib lanjut P

1

| 6 Menyelenggarakan Rapat - Nota Dinas 30 Hari Diterbitkan
Panitia Perumbangsn yang S— -«{ ] Surat
dipampin vleh Atasan PPID e Keputusas
woiuk membahas apaiah Amsan PFPD
permotionan keberaian yang
diminta dapat dipenukl ateu

7T Mendokusentssikan selnan [ 1 | Surat Keputusan | Han Duerimanya
surel Keputusen Atasan PPD !‘ Atasan FAD Surat
dan menyampeiken Suratl [ j Keputusan
Eeputusan Atassn FHD kepads Avasan PFID
pesnahon keleialan b )

! Belonss ]




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

DAN DOKUMENTASI

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

TangaLRcvisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

STANDARD OPERATING PROCEDURE
PENYEDIAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

—

> @ N

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

Undang-undang No. 23 Tahun 2013 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Permendagri No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri &
Pemerintah Daerah.

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010
Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013
Tentang Prosedur Penyelesaian.  Sengketa
Informasi Publik

Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 280/KPTS-
DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Keputusan Kepala Bappeda No : /KPTS/Bappeda
2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu

komputer.
Memiliki kemampuan administrasi.
Teliti dan Cermat.

bl o

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan

Memahami UU KIP dan petunjuk pelaksananya.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1.

2.

Keputusan Bupati Tentang Tim Interdis
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada
Kegiatan Perencanaan dan  Pengembangan

Kebijakan Komunikasi dan Informasi.
Keputusan Bupati Tentang Pengelola Informasi dan

Dokumentasi.

Meja Pelayanan

Alat Tulis Kantor

Komputer, Printer dan Fotokopi
Formulir

Permendagri No. 3 Tahun 2017

g b 0.0

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Keputusan Bupati tidak dipatuhi, maka petugas
dapat dikenakan Sanksi Administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Pelaksana Mutu Buku
Pejabat
No Aktivitan PPID Pengelola Pem‘ !bman tu ll{’:l':y”k:t"; Waktu | Output
Dokumentasi ngkapa
1 2 3 4 5 6 7 8

1. | Memerintahkan untuk Tanda Bukti 1 Hari Adanya disposisi
menyediakan informasi m Permohonan PPID kepada
publik yang diminta Informasi Publik Pejabat Pengelola
oleh Pemohon v Dokumentasi
Informasi Publik.

2. Menerima perintah Lembar Disposisi 1 Hari Telah diterima
untuk menyediakan PPID kepada lembar Disposisi
informasi publik yang Pejabat Pengelola PPID
diminta Pemohon Dokumentasi
Informasi Publik.

3. Mengecek Informasi Lembar Disposisi 1 Hari Terbitnya surat
yang diminta Pemohon PPID pemberitahuan
pada Daftar Informasi 5 dari Pejabat
Publik. Jika tersedia Pengelola
diberitahukan ke PPID, / Dokumentasi
jika tidak tersedia
dikoordinasikan ke
PPID Pembantu. Y T

4. Mengkoordinasikan Lembar Disposisi 10 Hari Terbitnya surat
permintaan informasi v PPID pemberitahuan
publik dengan pejabat dari Pejabat
yang meguasai Pengelola
informasi yang diminta. Dokumentasi

S. . Surat 1 Hari Terbi surat
Memberitahukan Pemberitahuan Pemt:x\"{amhuan
kepada PPID melalui dari Pej :

H ari Pejabat dari PPID
Pejabat Pengelola Pengelola Pembatu
Dokumentasi mengenai PaL 8 "
ketereediaan informasi

6. Mendokumentasikan Surat 1 Hari Surat
Informasi Publik dari Pemberitahuan Pemberitahuan
PPID Pembantu dan dari PPID dari Pejabat
melaporkan kepada — Pembantu Pengelola
PPID mengenai < Dokumentasi
ketersediaan informasi —
publik yang diminta —T1_

T Menerima laporan Surat 1 Hari Surat
Pejabat Pengelola v Pemberitahuan Pemberitahuan
Dokumentasi dan B dari Pejabat dari PPID kepada
memerintahkan Pejabat T Pengelola Pemohon
Pelayanan Informasi i e Dokumentas Informasi Publik
memberitahukan i
Pemohon Informasi =TEC Dy
Publik. Lselcﬂil




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI | o o

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan

Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

STANDARD OPERATING PROCEDURE
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan
2 {;\f(:’rmnll ::il o No. 25 Tahun 2009 Tentang Pela; Publik kozmmpllu“terd 1
. ndang-undan 0. un ntan, anan . ‘ P "
3. Undn::-undm\: No. 23 Tahun 2013 Tenmn: Angzamn Pendapatan g 'IM liti dmmpunn istrasi.
dan Belanja Negara i £ 5 t. .
4.  Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 4. Memahami UU KIP dan petunjuk
UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. pelaksananya.
5.  Permendagri No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan 5. Berpenampilan 3-S (Senyum, Salam dan
Pelayanan Informasi & Dokumentasi di lingkungan Kementerian Sapa).
Dalam Negeri & Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar
Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur
Penyelesaian. Sengketa Informasi Publik
8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 280/KPTS-
DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Keputusan Kepala Bappeda No: /KPTS/Bappeda/
2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pembantu
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Keputusan Bupati Tentang Tim Interdis Pengelolaan Informasi dan 1. Meja Pelayanan
Beomvg Pnng:” Kmtlanr; Perencanaan dan Pengembangan 2. Alat Tulis Kantor
ij: mu i ormasi. : <
2. Keputusan Bupati Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 3‘ ggg’u‘i}:‘r’ FEREET e P
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Keputusan Bupati tidak dipatuhi, maka petugas dapat dikenakan
Sanksi Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
| undangan yang berlaku.
Pelaksana Mutu Buku
Petugas Pejabat
a MELTe Desk Pelayanan PPID llt,elel yaratan Waktu Output
Informasi | Informasi gkspen

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Menerima berkas Berkas 5 menit | Dibuatnya
permohonan informasi Permohonsn Check List
dan membuat check list Informasi Publik Kelengkapan
kelengkapan berkas sesuai Berkas
pemohon informasi < ketentuan Permohonan
publik ditetapkan

2. Memeriksa permohonan Check List S menit | Telah dperiksa
informasi yang diajukan T Kelengkapan Check List
lengkap atau tidak Berkas Kelengkapan
sesuai dengan Permhohonan Berkas
persyaratan

Y

3. | Mencatat permohonan Check List 5 menit | Telah
informasi kedalam Kelengkapan diterbitkan
aplikasi registrasi Permhohonan Nomor

honan secara g Informasi Publik Registrasi
elektronik kemudian
diterbitkan secara
online di situs PPID

4. Memberikan tanda Nomor S menit | Telah
bukti pemohon yang Registrasi diterbitkannya
sudah terdaftar kepada Permohonan Tanda Bukti
pemohon dan Permohonan
mendokumentasikan
salinan berkas
pemohon

5. | Melaporkan kepada Tanda Bukti 10 menit | Diterimanya
Pejabat Pengelola R Permohonan Nota Dinas
Informasi dan
Dokumentasi (PPID)

6. | Memberikan keputusan Nota Dinas 10 Hari | Diterbitkan
apakah permohonan — Surat
informasi yang diminta - 1 % l Puanimhuan
dapat dipenuhi atau Tertulis/Surat
ditolak l Keputusan

Penolakan

Menyampaikan Surat \ Surat 1 Han Diterimanya
Pemberitahuan sebagai ' }¢ Pemberitahuan Surat
tanggapan/ jawaban Tertulis/ Surat Pemberitahuan
kepada Pemohon Keputusan Tertulis/Surat
Informasi Publik atas ) Penolakan Keputusan
permohonan informasi 1 Penolakan oleh
yang diminta ’i \ Pemohon

} Informasi

] ]




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Olch

STANDARD OPERATING PROCEDURE
FASILITASI BSENGKETA INFORMASI

Dasar Hukum :

| Kualifikasi Pelaksana :

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik.

Undang-undang No. 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Permendagri No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah
Daerah.

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang
Standar Layanan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang
Prosedur Penyelesaian. Sengketa Informasi Publik
Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. ... Tahun 2021
Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin.

Keputusan Kepala Bappeda No: /KPTS/Bappeda/
2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pembantu

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer.
2, Memiliki kemampuan administrasi.
3. Teliti dan Cermat.

4. Memahami UU KIP dan petunjuk pelaksananya.

Keterkaitan :

Penhtan/ Perlengkapan :

1.

Keputusan Bupati Tentang Tim Interdis Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi Pada Kegiatan Perencanaan

Lembar Kerja/ Rencana Kerja dan Anggaran

dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi.
Keputusan Bupati Tentang Pengelola Informasi dan

Dokumentasi.

Daftar Informasi Publik dan Dikecualikan

2.
3. Komputer, Printer dan Scanner
4. Jaringan Internet

S. ATK

tan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Keputusan Bupati tidak dipatuhi, maka petugas dapat

dikenakan Sanksi Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksana

Mutu Buku

Pejabat

Pemohon Sengketa/

Informasi

Aktivitas

Atasan
PPID

Komisi
Informasi

Persyaratan
Kelengkapan

Waktu

Output

Pengaduan
2 3 4

6

7

—

Setiap Pemohon Informasi Mitial

dalam waktu 10 (sepuluh)
hari kerja, sejak
permohonan informasi
teregistrasi dan diberikan.
Perpanjangan pemenuhan
permohonan informasi
selama7 (tujuh) hari sejak
pemberitahuan tertulis
diberikan dan tidak dapat
diperpanjang lagi

1.Formulir
Pengajuan
Keberatan
Informasi Publik
yang tersedia di
meja pelayanan
PPID atau
ditampilkan di
website dan
dapat diunduh,
2. Fotocopy atau
scan identitas
diri (NIK) dari
Pemohon
Informasi

yang mengajukan
keberatan

Pada hari
dan jam
kerja,

10 (sepuluh)
hari kerja,
sejak
permohona
n informasi
teregistrasi

Berkas permohon
an informasi
yang telah diisi
lengkap dan
dilampiri
fotocopy/ scan
identitas diri
(NIK)

Tanggapa n
tertulis dari
atasan PPID
perihal informasi
yang disengket
akan

informasi di ketuai oleh
PPID Utama dan
beranggotakan PPID
Pembantu

terkait, pejabat yang
menangani bidang
hulkum, pejabat
fungsional, serta JFUyang
sesuai an kebutuhan

Tim fasilitasi sengketa
informasi melaporkan
proses penanganan
sengiceta informasi kepada
Atasan PPID

—

-

Upaya penyelesaian
Sengketa Informasi Publik
diajukan kepada Komisi
Informasi Pusat, Komisi
Informasi Provinsi, Komisi
Informasi Kabupaten
/Kota sesuai dengan
kewenangannya apabila
tanggapan Atasan PPID
dalam proses keberatan
tidak memuaskan
Pemohon Informasi.




Nomor SOP
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN Tanggal Pembuatan
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI Tanggal Revisi
DAN DOKUMENTASI Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

STANDARD OPERATING PROCEDURE
PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. 1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang | 1.Memahami UU KIP dan petunjuk pelaksananya.
Keterbukaan Informasi Publik. Memahami Peraturan Komisi Informasi Tentang Layanan
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Informasi Publik.
Publik. . Pendidikan: Minimal S1

3. Undang-undang No. 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

S. Permendagri No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah
Daerah.

6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang
Standar Layanan Informasi Publik.

7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang
Prosedur Penyelesaian. Sengketa Informasi Publik

8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. Tahun 2021
Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin.

9. Keputusan Kepala Bappeda No: /KPTS/Bappeda/
2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pembantu

. Teliti dan Cermat.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

3. Keputusan Bupati Tentang Pengelola Informasi dan
Dokumentasi.

. Lembar Kerja/ Rencana Kerja dan Anggaran
. Daftar Informasi Publik dan Dikecualikan

. Komputer, Printer dan Scanner

. Jaringan Internet

NIP. 19740527 199303 1 002

. ATK
Peringatan : ncatatan dan Pendataan :
1. Disimpan sebagai data elektronik
Pelaksana Mutu Buku
Kompo

0 Aktivitas PPID PPID Pertimban nen Penimta Keter

Utama Pembantu Pelay: ED Kelengkap ke Oukput Ragan

Informasi an

1 2 3 4 6 7 8
PP!D berkoordmam dgngan Daftar . Setiap Saat Rekapitu!nai
pejabat pada unit kerja yang Infor.masl Infor.mas:

1. menguasai dan mengelola Publik dan Publik dan
informasi tertentu untuk l l___l ] Dikecualikan Dikecualikan
melakukan pengklasifikasin PPID dari PPID
Informasi Publik
Memberikan Pertimbangan atas Dasar Setiap Saat | Surat
Informasi/ Dokumen yang T Hukum: UU Keputusan

2. dimaksud yang bersifat rahasia No. 14 Tahun TIM
berdasarkan UU, Kepatutan 2008 dan Pertimbanga
dan Kepentingan Umum Y PerKI No 1 n Pelayanan

Tahun 2010 Informasi
Dokumen Pada hari Berita Acara
{ ) ) ] yang telah dan Jam Pengujian
% Membuat Pertimbangan tertulis — dinyatakan kerja Konsekuensi
| secara saksama dan penuh dikccl_mlikan maksimal 7
| 3. ketelitian sebelum menyatkan dan disusun (Tujuh) hari
i dwmmlormmmjbhk tertentu berita acara kerja sejak
| i pengujian uji
konsekuensi Konsekuen
si
Konsep Maksimal Penetap
Keputusan disahkan Keputusan
Atasan PPID setelah Atasan PPID
Utama satu bulan | Utama
, . Selesai beserta pelaksanaa | Berseta
:":‘;:‘"h” h“:"m _J| Lmapiran n uji Lampiran
bangan di Klasifikasi konsekuen | Klasifikasi

4. sebagaimana imaksud | Informasi 8i Informasi
dilaporkan kepads pimpinan B¢
badan pulllc uxtuk endapo s IR dikecualikan
persetujuan . :

dan berita dan berita

acara. acara yang di
tandatangani
dan
disahkan.

KEPALA BAPPEDA
" Drs. 2 SYAHRIYANTO.,MH
PEMBINA UT MUDA
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